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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 118 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN
TERINTEGRASI DI WILAYAH
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98
Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api
Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta,
Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan
Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah
Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan
Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, dan Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun
2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan
Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail
Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan
Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 98 Tahun 2015 tentang  Percepatan
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan
Bekasi, perlu mengatur Penyelenggaraan Kereta Api
Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta,
Bogor, Depok dan Bekasi (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,
serta  Perawatan dan = Pengoperasian  Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun
2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya
antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang
Perkeretaapian Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Bagian atas Bendahara Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2048);
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Menetapkan

13.

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/ 2015
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 9/PMK/.02/2017 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/
2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1408);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI
WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jakarta, Bogor,
Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut LRT
Jabodebek adalah kereta api ringan/light rail transit
terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan

Bekasi.
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Penyelenggara adalah badan wusaha yang ditugaskan
untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT
Jabodebek.

Pembangun adalah badan usaha yang ditugaskan untuk
membangun prasarana LRT Jabodebek.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan penyelenggaraan
prasarana dan sarana LRT Jabodebek yang merupakan
penerimaan kas dari pendapatan tiket dan pendapatan
non-tiket.

Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek adalah jumlah
keseluruhan dari pembayaran atas prasarana dan biaya
atas sarana untuk menyelenggarakan LRT Jabodebek
yang ditetapkan oleh Menteri.

Kawasan Berorientasi Transit/ Transit Oriented
Development yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan
TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana
tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi
intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400
(empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus)
meter dari simpul transit moda angkutan umum massal
yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan
padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang
hingga tinggi.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau
Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan
tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.
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